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BAB II 

 PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS  

DALAM PERJANJIAN GADAI 

 

2.1. Asas Sebagai Landasan Norma  

Suatu aturan atau norma tentunya mempunyai dasar filosofis serta 

pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya.  Suatu norma tanpa adanya landasan 

filosofi serta pijakan asas, ibarat manusia yang buta dan lumpuh. Kedudukan 

asas hukum dalam semua sistem hukum, dimana dalam sistem hukum ini 

mengatur sistem norma hukum, maka kedudukan asas hukum ini mempunyai 

peranan yang penting. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan 

pondasi terhadap kuatnya norma hukum. Kalau dikaitkan dengan suatu 

perjanjian maka asas merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian yang 

tentunya menjadi norma hukum yang kuat untuk dilaksanakan oleh para pihak. 

Asas hukum memang diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan 

perjanjian dalam hal ini yaitu perjanjian gadai.  Tanpa asas hukum maka dalam 

pembentukan perjanjian belum bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu supaya 

lebih memahami tentang asas hukum  maka perlu mengetahui dan memahami 

pengertian asas hukum. Mengenai asas hukum ini, ada beberapa para ahli yang 

memberikan argumentasinya tentang pengertian asas hukum diantarannya: 

1. Bellefroid, mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma 

dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum 

tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas 
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hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif 

dalam suatu masyarakat.49 

2. Paul Scholten memberikan definisi tentang asas hukum sebagai 

berikut: Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-

aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 

berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.50 

 

Berdasarkan pengertian asas hukum di atas maka terlihat bahwa peranan 

asas hukum merupakan meta-norma hukum yang pada dasarnya memberikan 

arah, tujuan serta fundamental bagi keberadaan norma hukum (peraturan 

hukum). Asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena:51 

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 

suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan 

hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas 

tersebut. 

2. Sebagai landasan, asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi 

lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari 

peraturan hukum. Sehingga tanpa menemukan ratio legis sesuatu 

peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arah etis dari 

peraturan tersebut. Sebaliknya dengan menemukannya, kita bisa 

menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten 

dengan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. 

3. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan 

suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan 

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. 

4. Adanya asas hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-

peratuan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-

tuntutan etis. 

 

 
49 Sudikno Mertokuumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003, 

h. 34 dikutip dalam Agus Yuda Hernoko, Op.cit., h. 22. 
50 Rechtbeginselen,1935, dalam Verzamelde Geschriften, Jilis 1, 1949 : 402 dikutip dalam 

JJ.H.Bruggink Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang hukum Pengertian-Pengertian 

Dasar dalam Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, bandung, Cetakan Ke IV, 2015, h.119-120.  
51 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke VIII, 2014, 

h. 45-46. 
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Asas hukum yang merupakan dasar dalam pembentukan suatu perjanjian 

yang mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan kepastian hukum diantara para 

pihak yang melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Asas hukum 

merupakan pedoman untuk mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat secara 

baik dan benar sehingga perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dan mengikat 

para pihak, yang dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Fungsi asas 

sebagai batas atau rambu dalam mengatur suatu perjanjian.  

Untuk itu dengan adanya asas dalam hal ini asas hukum yang merupakan 

pondasi dalam memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung 

nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Hubungan antara norma hukum dengan asas 

hukum dalam suatu sistem hukum adalah asas hukum sebagai kaidah yang 

fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu 

sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan-aturan perundang-undangan.52  

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi “Dalam 

membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan 

tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara 

jenis, hirarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan 

kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Kemudian dalam Pasal 6 

menyebutkan “(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. 

kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h.kesamaan 

 
52 Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairoca, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum 

(on line), https://ojs.unud.ac.id diakses pada tanggal 15 Februari 2023 jam 22.48 WIB. 

https://ojs.unud.ac.id/
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kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; 

dan/atau j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan”, dan Ayat (2) yang 

menyebutkan “Selain mencerminkan asas sebagaimana ayat (1), Peraturan 

Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. 

Di Indonesia ada beberapa norma yang dikenal yaitu norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Pada landasan suatu system 

kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental yakni asas-asas hukum. Menurut 

Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 

belakang system hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.53 

Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan 

arah, tujuan serta penaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Asas 

hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum). Menurut 

G.W. Paton hal ini didasari pemikiran:54 

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 

suatu norma hukum. Dengan demikian, setiap norma hukum itu pada 

akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum-asas hukum 

dimaksud; 

2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum 

atau merupakan ratio legis dari norma hukum. Asas hukum tidak 

akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum, 

melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma hukum-norma 

hukum baru. 

 

 
53 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa: B. Arief Sidhara), Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1991, h. 119 dikutip dalam Ibid. 
54 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 45 dikuti dalam 

Agus Yuha Hernoko, Op.Cit., h.22. 
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Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa asas 

hukum  merupakan landasan pertimbangan untuk pembentukan norma hukum, 

artinya setiap norma hukum yang bentuknya nyata sebagai aturan hukum harus 

didasari pada asas-asas hukum sebagai pembentukannya.  

Dilihat dari sifatnya bahwa norma hukum berasal dari luar seseorang 

misalnya negara yang mempunyai fungsi mengatur dan memiliki sanksi yang 

memaksa yang dapat langsung diterapkan oleh aparat negara. Sedangkan asas 

hukum bekerja secara tidak langsung yang berfungsi memberi pengaruh pada 

interpretasi terhadap norma hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas 

merupakan suatu landasan norma, untuk itu dalam pembuatan perjanjian yang 

merupakan aturan atau norma harus dilandaskan pada asas. 

2.2. Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian  

2.2.1. Makna Asas Proporsional  

Makna proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (proportion – 

Inggris; proportie – Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, 

sedangkan “proportional” (proportional – Inggris; proportioneel – 

Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. 

Untuk menemukan karakteristik serta makna “keseimbangan” dan 
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“proporsionalitas” dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang 

relevan.55 Dari hasil penelusuran dapat disimpulkan sebagai berikut:56 

1. Makna leksikal tersebut diatas ada yang menyamakan antara 

makna    proporsionalitas dengan keseimbangan, sebaliknya 

ada juga yang membedakannya. Namun pembedaan terhadap 

kedua istilah tersebut belum secara tegas; 

2. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding 

dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif kontrak, 

asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar 

para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi 

para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang 

dan membuka peluang intervensi penguasa untuk 

menyeimbangkannya; 

3. Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acapkali sekedar 

dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada 

dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai 

pembagian hak dan kewajiban menurut proposisi yang 

meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan. 

 

Makna asas proporsionalitas dan asas keseimbangan ini penting 

dalam perjanjian, maka perlu dikemukakan tentang pengertian keadilan, 

sebagaimana pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa “justice 

consists in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to 

their inequality” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, yang 

tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional).57 Me lnulrult 

Rawls, bahwa sulatul te lori ke ladilan yang melmadai haruls dibe lntulk de lngan 

 
55 Tim Penyusus Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, 

h. 790. Periksa juga W. van Hoeve Kamus Belanda-Indonesia. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 

1996, h. 393. Periksa juga Webster’s Third New International Dictionry, Merriam-Webster Inc, 

Publisher, Springfield, Massachusetts, 1991, h. 1079. W. van Hoeve, AB Massier dan Marjanne 

Termorshuizen-Arts, Indonesische-Nederlands Woodenboek Privaatrecht, KITLV Uitgeverij, 

Leiden, 2000, h. 30.N.E. Algra et. Al., dalam “Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-

Indonesia”, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 126 dalam Ibid. 
56 Ibid. 
57 https://media .neliti.com, Op.Cit. 
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pe lndelkatan kontak, di mana asas-asas keladilan yang dipilih belrsama belnar-

be lnar melrulpakan hasil kelse lpakatan belrsama dari selmula pelrson yang belbas, 

rasional, dan seldelrajat.58 

Asas proporsionalitas dengan asas keseimbangan, keduanya tidak 

dapat dipisahkan. Asas keseimbangan bermakna keseimbangan posisi para 

pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian. Menurut Sutan Remey 

Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta, serta 

Ahmadi Miru secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai 

keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.59 Dalam konteks ini asas 

keseimbangan bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan 

keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan 

kehendak adalah seimbang.60 Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil 

akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam 

menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu untuk 

menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara 

(pemerintah) sangat kuat. 

Contohnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen. Substansi dari undang-undang tersebut sangat kuat 

campur tangan pemerintah untuk menyeimbangkan posisi para pihak 

(debitur dan kreditur). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan 

umum, yang menyatakan bahwa “Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut 

 
58 Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit. 
59 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 79. 
60 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 : 447-466 diakses 11 

Februari 2023 jam 06.30 WIB. 
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di atas dapat mengakibatkan ‘kedudukan pelaku usaha dan konsumen 

menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah’. 

Konsumen menjadi objek oktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, 

serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen”. 

Sedangkan bentuk intervensi yang tujuannya adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara 

membatasi dan menyeimbangkan posisi tawar antara kreditur dan debitur, 

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Substansi pasal ini mengatur tentang 

pencantuman kausula baku yang harus diperhatikan oleh kreditur supaya 

tidak merugikan debitur, serta didalamnya memberikan sanksi pembatalan 

terhadap kotrak konsumen yang bersangkutan, sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tnggung jawab pelaku 

usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usah berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas 

barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 

pelaku usaha untuk baik secara langsung maupun 

tiak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh komsunmen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 

kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 

oleh konsumen; 
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f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan 

konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan 

yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 

usaha dlam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa 

kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secar jelas, 

atau yang pengungkapanya sulit dimengerti. 

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 

pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 

batal demi hukum. 

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan undang-undang ini.  

 

Berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya asas keseimbangan 

mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan 

kontrak. Tetapi unsur kebebasan kehendak para pihak, khususnya debitur, 

baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak dianggap 

lemah sehingga diberdayakan melalui pencantuman norma larangan. 

Sehingga asas keseimbangan dapat dikatakan mempunyai makna 

imperatif yang memaksa kreditur supaya tunduk dengan tujuan supaya 

tercapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat dilihat 

dari substansi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: 



47 
 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (s), Pasal 15, Pasal 

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah)”. 

 

Substansi pasal tersebut, posisi para pihak diusahakan seimbang 

dalam menentukan hak dan kewajibannya. Untuk itu apabila terjadi 

ketidakseimbangan posisi para pihak, maka harus ditolak karena akan 

mempengaruhi maksud dan tujuan dibautnya perjanjian itu. Interpretasi 

terhadap asas keseimbangan ini terhadap kandungan substansi aturan dalam 

hal ini perjanjian, adalah:61 

1. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya 

dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi 

muatan keseimbangan. 

2. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam huungan 

kontraktual seolah-olah tanpa memperrhatikan proses yang 

berlangsung dalam penentun hasil akhir pembagian tersebut. 

3. Keseimbangan seolah sekadar merupakan hasil akhir dari 

sebuah proses. 

4. Intervensi negara merupakan instrument pemaksa dan mengikat 

gar terwujud keseimbangan posisi para pihak. 

5. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat 

dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (ceteris paribus). 

 

Disamping asas keseimbangan dalam perjanjian ada asas 

proporsionalitas, upaya mencari makna proporsionalitas terkadang tumpang 

tindih dengan asas keseimbangan. Pada dasarnya asas keseimbangan dan 

asas proporsionalitas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam hukum 

 
61 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 83-84. 
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kontrak.62 Untuk membedakan diantara asas keseimbangan dengan asas 

proporsionalitas, pertama dapat ditelusuri dari makna leksikal.  

 

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau 

mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau 

bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.63 Asas proporsionalitas 

mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh 

proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan 

kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post 

contractual).  

Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan 

dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar 

berlangsung kondusif dan fair). Sedangkan asas keseimbangan 

mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah 

proses hubungan mengikat hak pada fase prakontraktual, pembentukan 

kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas keseimbangan sangat 

berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar 

lahirlah suatu hubungan yang kondusif dan fair.64 

 

2.2.2. Hubungan Asas Proporsionalitas Dengan Asas Keadilan  

 
62  Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 Op.Cit. 
63 https://ejournal.undip.ac.id, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) diakses pada tanggal 

14 Februari 2023 jam 04.00 WIB. 
64 Ibid. 
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Hubungan perjanjian para pihak tentunya tidak dapat dipisahkan 

dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Mengenai keadilan ini 

sebagaimana diargumentasikan pada landasan konseptual, menurut Rawls 

melnye lbult “julsticel as fairne lss” yang be lrprinsip rasionalitas, kelbe lbasan dan 

ke lsamaan. Konselp ke lsamaan dipahami selbagai kelse ltaraan kelduldulkan dan 

hak bulkan dalam arti kelsamaan hasil yang dapat dipelrole lh. 

Ke ladilan haruls dipahami selbagai fairnelss, maksuldnya adalah bahwa 

tidak hanya melrelka yang melmiliki bakat dan kelmampulan yang lelbih baik 

saja yang belrhak melnikmati pellbagai manfaat social lelbih banyak, teltpi 

ke lulntulngan te lrse lbult julga haruls me lmbulka pe llulang bagi melre lka yang kulrang 

be lrulntulng ulntulk me lningkatkan prospelk hidulpnya. Ulntulk itul sulpaya 

obye lktif maka keladilan yang dapat ditelrima selbagai farinelss adalah pulre l 

proce ldulral julsticel, artinya keldilan selbagai fairnelss haruls be lrprose ls 

se lkaliguls te lrelfle lksi mellaluli sulatul prose ldulr yang adil ulntulk me lnjamin hasil 

yang adil pulla.65 

Pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa “justice consists 

in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to their 

inequality” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, yang tidak 

sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional). Dengan dasar dari 

teori tersebut maka dalam memahami terkait hubungnnya dengan 

perjanjian, maka antara kreditur  sebagai pelaku usaha yang mengarah pada 

 
65 Lord Llyod of Hampstead & M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, 

English Language Book Society (ELBS), Londong, 1985, h. 414 dan 429 dalam Agus Yudha 

Hernoko, Op.Cit., h. 58. 
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makna keadilan harus didistribusikan pada kerangka dan konteks yang 

proporsional. 

Kompleksitas dalam hubungan perjanjian di dunai bisnis ini, apalagi 

menyangkut aspek keadilan dalam perjanjian bisnis,  maka dengan 

pendekatan perjanjian ini sebuah teori keadilan mampu menjamin 

pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi 

semua orang. Untuk itu Rawls menegaskan suatu konsep keadilan yang baik 

haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang 

tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingn keadilan 

itu sendiri. 

Dunia bisnis dalam kegiatannya yang menggunakan system 

perjanjian, terkadang dijumpai wujud keadilan yang seharusnya berwatak 

kebajikan ternyata justru menjadi bentuk pengingkaran terhadap keadilan 

itu sendiri. Padahal perjanjian yang dibentuk harus didasarkan pada asas 

keadilan. Asas keadilan dalam perjanjian, ada kaitanya dengan syarat sah 

suatu perjanjian.  

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian meliputi: 

kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, 

suatu hal tertentu dan causa yang halal. Kesepakatan dan kecakapan 

merupakan syarat subyektif, apabila ketidakpenuhinya satu syarat obyektif 

saja maka konsekuensi hukum perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan suatu 

hal tertentu dan causa yang halal merupakan syarat obyektif, sehingga 
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apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif ini maka perjanjian itu batal demi 

hukum seolah-olah perjanjian itu tidak ada sama sekali. 

Dalam syarat sahnya perjanjian terdapat asas keadilan yang 

merupakan esensi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

mengikatkan dirinya dalam hukum yang para pihak buat. Dengan 

terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata maka 

perjanjian itu menjadi hukum dan harus dilaksanakan, dengan memenuhi 

hak dan kewajiban yang telah disepakai, maka kesepakatan ini dekat dengan 

keadilan yang diharapkan para pihak, karena sepakat tidak akan terjadi 

dalam keadaan paksaan, kekeliruan dan penipuan yang dilakukan oleh salah 

satu pihak. 

2.3. Perjanjian Gadai 

Mengenai perjanjian ini disebutkan dalam Pasal 1313 BW yaitu Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana dalam 

landasan teori disebutkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 

Me lnulrult kelte lntulan pasal 1338 ayat (1) KUlHPe lrdata melne lntulkan bahwa 

sulatul pelrjanjian ataul pe lrseltuljulan yang sah adalah melngikat selbagai ulndang-

ulndang bagi melrelka yang melmbulatnya (pact su lnt se lrvanda), artinya pelrjanjian 

itul wajib ditaati tanpa belrhak melngulbahnya selcara selpihak. Pe lrjanjian 

dilaksanakan delngan iktikad baik artinya bahwa pelrjanjian itul haruls 
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dilaksanakan selcara rasional dan patult/pantas (rational eln billjk) yang hidulp di 

dalam masyarakat. 

Sulatul pelrjanjian yang dibulat haruls be lrlandaskan pada asas kelbe lbasan 

be lrkontrak, selbagaimana diatulr di dalam KUlHPe lrdata pasal 1338 yang 

be lrbulnyi: 

Se lmula pelrse ltuljulan yang dibulat selsulai de lngan ulndang-ulndang yang 

be lrlakul se lbagai ulndang-ulndang bagi melre lka yang melmbulatnya. 

Pe lrse ltu ljulan ini tidak dapat ditarik kelmbali sellain delngan kelse lpakatan 

ke ldula bellah pihak, ataul karelna alasan-alasan yang ditelntulkan olelh 

ulndang-ulndang. Pelrse ltu ljulan haruls dilaksanakan delngan itikad baik. 

 

Para pihak belbas melmpe lrjanjikan apapuln asalkan tidak belrtelntangan delngan 

ulndang-ulndang, kelsulsilaan, ataul ke ltelrtiban ulmulm, se lhingga apa yang 

dipelrjanjikan selcara sah melngikat bagaikan ulndang-ulndang. 

Hak gadai adalah sulatul hak ke lbe lndaan (zake llijk relcht) atas barang 

be lrgelrak ke lpulnyaan orang lain, yang me lrulpakan jaminan dan dikulasai olelh 

pe lmelgang gadai delngan maksuld ulntulk  melmbayar sulatul ultang delngan hak 

ultama dari hasil lellang. Melngelnai gadai pe lrlul kita pelrhatikan: 

1. Pe lnge lrtian gadai telrcantulm dalam pasal 1150 KHUlPe lrdata yang 

be lrbulnyi: 

Sulatul hak yang dipelrole lh kre lditulr atas sulatul barang belrge lrak yang 

dise lrahkan kelpadanya olelh de lbitu lr ataul olelh kulasanya, se lbagai 

jaminan atas ultangnya dan melmbe lri welwe lnang kelpada krelditulr 

u lntulk melngambil pellulnasan piultangnya dari barang itul de lngan 

melndahulluli krelditulr-kre lditulr lain.  

 

De lngan delmikian ulnsulr-ulnsulr yang telrcantulm dalam pelngelrtian 

gadai adalah: 
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1. Adanya sulbjelk gadai, yaitul krelditulr (pelne lrima gadai), 

dan delbitulr (pelmbelri gadai); 

2. Adanya objelk gadai, yaitul barang belrge lrak, baik yang 

be lrwuljuld maulpuln tidak belrwuljuld; 

3. Adanya kelwe lnangan krelditulr ulntulk me lngelkse lkulsi 

apabila delbitulr me llakulkan wanpre lstsasi telrhadap 

pe lrjanjian gadai.66 

2. Dasar hulkulm gadai telrdapat pada pelratulran pelrulndang-ulndangan 

be lrikult ini: 

1. Pasal 1150 KUlHPe lrdata sampai delngan Pasal 1160 

KUlHPe lrdata; 

2. Pe lratulran Pe lmelrintah Nomor 51 Tahuln 2011 Telntang 

Pe lrulbahan Belntulk Badan Hulkkulm Pe lrulsahaan Ulmulm 

(Pe lrulm) Pe lgadaian Melnjadi Pelrulsahaan (Pe lrse lro). 

3.  Su lbje lk dan Objelk Gadai 

Sulbje lk gadai telrdiri atas dula pihak, yaitul pe lmbelri gadai 

(pandge lvelr) dan pe lne lrima gadai (pandne lme lr). Pe lmbe lri gadai 

(pandgelve lr) yaitul orang ataul badan hulkulm yang melmbe lrikan 

jaminan dalam belntulk be lnda be lrgelrak se llakul gadai kelpada pe lnelrima 

gadai ulntulk pinjaman ulang yang dibelrikan kelpadanya ataul pihak 

ke ltiga. 

 
66 H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, h. 55. 
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Obje lk gadai adalah belnda belrgelrak. Be lnda belrge lrak ini 

dibeldakan melnjadi dula yaitul be lnda be lrge lrak yang belrwuljuld dan 

tidak belrwuljuld. Be lnda belrge lrak belrwuljuld adalah belnda yang dapat 

be lrpindah ataul dipindahkan. Belnda belrwuljuld mellipulti selpelrti elmas, 

be lrlian, selpelda motor, mobil, se lpelda dan lain-lain, seldangkan belnda 

be lrgelrak yang tidak belrwuljuld se lpe lrti piultang atas bawah, piultang 

atas tulnjulk, hak melmulngult hasil atas belnda dan atas piultang.67 

4.   Be lntulk dan Sulbstansi Pe lrjanjian Gadai 

Ke ltelntulan telntang belntulk pelrjanjian gadai dapat dilihat 

dalam Pasal 1151 KUlHPe lrdata, yaitul pe lrjanjian gadai haruls 

dibulktikan delngan alat yang dipelrkelnankan ulntulk melmbulktikan 

pe lrjanjian pokoknya. Pelrjanjian gadai dibulat dalam belntulk telrtullis, 

sama halnya delngan belntulk pelrjanjian pokoknya yaitul pelrjanjian 

pinjam-melminjam, pelrjanjian gadai dibulat dalam sulatul akta bisa 

akta otelntik maulpuln akta dibawah tangan, lazimnya pelrjanjian gadai 

dibulat dalam akta dibawah tangan yang ditanda tangani olelh 

pe lmbelri dan pelnelrima gadai. Belntu lk dan isi pelrjanjian gadai tellah 

ditelntulkan olelh PT. Pe lgadaian dalam belntulk pe lrjanjian bakul.  

5. Hapulsnya Gadai 

Hapulsnya gadai tellah ditelntulkan di dalam pasal 1152 

KUlHPe lrdata dan Sulrat Bulkti Gadai (SBG). Di dalam pasal 1152 

KHUlPe lrdata ditelntulkan 2 cara hapulsnya hak gadai yaitul: 

 
67 Ibid., h. 38. 
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1.   Barang gadai itul hapuls dari kelkulasaan pe lmelgang gadai; 

dan  

2.  Hilangnya barang gadai ataul dilelpaskan dari kelkulasaan 

pe lnelrima gadai Sulrat Bulkti Gadai.  

Be lgitul julga dalam Sulrat Bulkti Gadai (SBG) te llah diatulr te lntang be lrakhirnya 

gadai. Salah satulnya adalah jika jangka waktul gadai tellah belrakhir. Jangka waktul 

gadai adalah maksimal 120 hari. Ari Hultagalulng dikultip dalam H. Salim, HS 

melnje llaskan telntang sistelm hapulsnya hak gadai yaitul ada 5 (lima) cara hapulsnya 

hak gadai, yaitul: 

1. Hapulsnya pe lrjanjian pokok yang dijamin de lngan gadai; 

2. Telrle lpasnya belnda gadai dari kelkulasaan pe lnelrima gadai; 

3. Mulsnahnya barang gadai; 

4. Dilelpaskannya belnda gadai selcara sulkarella; 

5. Pe lrcampulran (pelne lrima gadai melnjadi pelmilih belnda gadai).68 

Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan 

debitur, kreditur menerima hak atas benda yang dierikan oleh debitur kepadanya 

dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam 

bentuk uang.69 Perjanjian gadai dalam penerapan pelaksanannya harus ditaati 

diantara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur, karena perjanjian gadai 

apabila sudah ada kesepakatan maka itu merupakan undang-undang yang harus 

ditaati. Apabila perjanjian gadai merupakan aturan yang konkret itu dapat 

 
68 Ibid., h. 50. 
69 https://ojs.unud.ac.id, Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan 

Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur, diakses hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, jam 21.00 

WIB. 

https://ojs.unud.ac.id/
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diterapkan secara langsung pada peristiwannya, maka asas hukum diterapkan 

secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum 

dalam aturan yang konkret dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang ada dalam 

aturan tersebut dalam hal ini adalah di dalam perjanjian gadai. 

Telrjadinya transaksi bisnis di PT Pelgadaian dibulktikan delngan adanya Sulrat 

Bulkti Gadai (SBG) yang te llah diselpakati dan ditandatangani olelh ke ldula bellah pihak 

(PT Pe lgadaian dan delbitulr). Adapuln be lntulk Sulrat Bulkti Gadai (SBG) telrse lbult 

adalah SBG asli dan salinan yang tullisan dan modellnya sama. Apabila dilihat  dari 

de lpan Sulrat Bulkti kreldit akan tampak antara lain: 

1. Logo Pe lgadaian; logo pelgadaian belrbe lntulk bullat tiga yang saling 

melnyambulng. Lingkaran pelrtama belrwarna kulning e lmas, lingkarang 

ke ldula belrwarna hijaul mulda dan yang lingkaran kel tiga belrwarna hijaul 

tula dan ada gambar timbangan. 

2. Cabang/Ulnit; apabila delbitulr me llakulkan transaksi di SBG akan telrtelra 

telmpat delbitulr me llakulkan transaksi. 

3. Nomor kreldit; keltika prosels  traksaksi dan pelnceltakan SBG maka 

de lbitulr akan melndapatkan nomor kreldit dan telrtelra di SBG. Nomor 

kre ldit diawali dari kodel cabang ataul u lnit di mana delbitulr mellakulkan 

transaksi. 

4. Nomor CIF; nomor CIF me lrulpakan nomor validasi delbitulr, se lhingga 

se ltiap satul de lbitulr akan melndapatkan nomor CIF satul. Dan akan 

be lrlakul di mana saja keltika delbitulr me llakulkan transaksi di pelgadaian, 

karelna siste lmnya suldah on linel. 

5. Nama; nama yang dimaksuld di sini adalah nama delbitulr yang 

mellakulkan transaksi di pelgadaian. 

6. Alamat; alamat yang dimaksuld adalah alamat delbitulr se lsulai de lngan 

idelntitas KTP, SIM ataul Paspor. 

7. Ke ltelrangan barang jaminan; hal ini me lnelrangkan telntang barang 

jaminan yang dijadikan jaminan. Selsulai de lngan spe lsifikasi barang 

jaminannya. 

8. Tanggal kreldit; tanggal kreldit ini melrulpakan tanggal kreldit keltika 

de lbitulr mellakulkan transaksi delngan pelngadaian. 

9. Tanggal jatulh telmpo; di SBK akan telrtelra tanggal jatulh telmpo, jatulh 

telmpo kreldit sellama 120 hari ataul 4 bullan dari tanggal transaksi kreldit. 

Adalah tanggal jatulh telmpo pelmbayaran pe llulnasan pinjaman, namuln 

telrhadap tanggal jatulh telmpo, delbitulr dapat melmpelrpanjang waktul 
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pinjaman kelmbali, delngan syarat melmbayar selwa modal dan 

administrasi, sellama 4 bullan lagi. 

10. Syarat dan keltelntulan yang mellipulti: 

1) Tarif selwa modal dihitulng pelr 15 hari (1 s.d. 15 hari dihitulng 

sama delngan 15 hari), kelculali gadai flelksi. 

2) Se lwa modal dihitulng seljak tanggal kreldit sampai delngan tnggal 

pe llulnasan dan/ataul pe lrpanjangan olelh nasabah, hasilnya 

dibullatkan kel atas delngan kellipatn Rp. 100,- (se lratulss rulpiah). 

3) Jangka waktul kreldit maksimulm…hari kreldit dapat dilulnasi atul 

dipelrpanjang (ullang gadai, melngangsulr ulang pinjaman, dan 

minta tambah ulang pinjaman) selbellulm dan/ataul sampai delngan 

tanggal jatulh telmpo). 

4) Bila transaksi pellulnasan dan pelrpanjangan kre ldit dilakulkan olelh 

nasabah di Cabang/Ulnit Pellayanan Cabang Online l ataul telmpat 

lain yang ditulnjulk ole lh PT Pe lgadaian (Pe lrse lro), maka nasabah 

melnye ltuljuli bu lkti transasksi (strulk ataul dokulmeln e llelktronik) 

se lbagai addelndulm pe lrjanjian dari Sulrat Bulkti Gadai ini. 

5) Dalam hal telrjadi pelrpanjangan kreldit ulntulk tanggal jatulh 

telmpo, tanggal lellang, belsaran ulang pinjaman, belsaran selwa 

modal, dan rincian barang jaminan telrcantulm dalam bulkti 

transksi (strulk ataul dokulmeln elle lktronik). 

6) Pe lngambilan barang jaminan haruls me lnye lrahkan Sulrat Bulkti 

Gadai asli dan melnelnjulkkan kartul idelntitas (KTP/Paspor). 

7) Sulrat Bulkti Gadai dan nota transaksi (strulk) harap disimpan 

de lngan baik, jika hilang agr selge lra mellapor kel Cbang/Ulnit 

Pe llayanan Cabang PT Pe lgadaian (Pelrse lro) pe lne lrbit Sulrat Bulkti 

Gadai. 

8) Nasabah wajib melntaati syarat dan keltelntulan se lrta isi pelrjanjian 

yang telrtelra dalam Sulrat Bulkti Gadai belse lrta addelndulmnya. 

9) Jika nasabah mellakulkan pelrulbahan data idelntitas seltellah 

telrbitnya Sulrat Bulkti Gadai ini agar selgelra melnginformasikan 

ke l Cabang/Ulnit Pellayanan Cabang pelnelrbit. 

11. Nomor se lri; melrulpakan nomor ulrult dari SBK yang telrle ltak di bawah 

kiri. 

12. Se ltuljul atas syarat dn keltelntulan da nisi pelrjanjian ultang piultang delngan 

jaminan gadai  yang telrtelra di bellakang Sulrat Bulkti Gdai ini yang 

ditanda tangani olelh Nasabah dan peltulgas. 

13. Rulbrik; ini melnulnjulkan golongan selsulai delngan pinjaman baik 

bolongan A, golongan B, golongan C maulpuln golongan D. 

 

Yang tampak dari bellakang Sulrat Bulkti Gadai antara lain: 

1. Pe lrnyataan gadai ullang otomatis; yang belrbulnyi saya seltuljul 

melnggulnakan layanan gadai ullang otomatis delngan kelte lntulan 

yang belrlakul pada PT Pelgadaian (Pelrse lro) dan di tanda tangani 

olelh de lbitulr. 
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2. Pe lmbelrian kulasa; ini pelmbelri kulasa yaitul de lbitulr yang 

melmbe lrikan kulasa kelpada orang lain ulntulk mellakulkan transaksi 

yang belrulpa ullang gadai, minta tambah ulang pinjaman, 

melngangsulr ulang pinjaman, pelnulndaan lellang, pellulnasan dan 

melne lrima barang jaminan, pelngambilan ulang kelle lbihan di PT 

Pe lgadaian. Dan ditanda tangani delbitulr dan yang di belri kulasa. 

3. Bulkti pelnye lrahan barang jaminan/ulang kellelbihan 

4. Pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai 

5. Pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai belrbe lntulk 

pe lrjanjian bakul belrisi (19 point): 

 

1) Nasabah melnelrima dan seltuljul telrhadap ulraian dan 

taksiran barang jaminan, pelne ltapan ulang pinjaman, Tarif 

Se lwa Modal dan Biaya Administrasi, Biaya lainnya (jika 

ada), Bela lellang selbagaimana yang dimaksuld pada Sulrat 

Bulkti Gadai (SBG) ataul bulkti transaksi (strulk ataul 

dokulmeln e llelktronik)) dan selbagai tanda bulkti yang sah 

pe lnelrimaan ulang pinjaman dan ulang ke llelbihan lellang 

(jika ada). 

2) Barang yang diselrahkan se lbagai jaminan adalah milik 

Nasabah dan/ataul ke lpe lmilikan selbagaimana pasal 1977 

KUlHPe lrdata dan/ataul milik pelmbelri kulasa atas barang 

jaminan yang dikulasakan kelpada nasabah, dan  melnjamin 

bulkan belrasal dari hasil keljahatan, tidak dalam objelk 

se lngke lta dan/ataul sita jaminan. 

3) Nasabah melnyatakan tellah belrultang kelpada PT 

PE lGADAIAN (Pe lrse lro) dan be lrkelwajiban ulntulk 

melmbayar ulang pinjaman ditambah selwa modal dan 

biaya lainnya (jika ada) pada saat pe llulnasan, ataul 

melmbayar cicilan ulang pinjaman (jika ada), selwa modal, 

biaya administrasi pada saat pelrpanjangan. 

4) PT PE lGADAIAN (Pe lrse lro) akan melmbelrikan ganti 

ke lrulgian apabila barang jaminan yang belrada dalam 

pe lngulasaan PT PE lGADAIAN (Pe lrse lro) me lngalami 

ke lrulsakan ataul hilang yang tidak diselbabkan olelh sulatul 

be lncana alam (Forcel Maje lulre l) yang diteltapkan 

pe lmelrintah. Ganti rulgi dibelrikan seltellah dipelrhitulngkan 

de lngan ulang pinjaman, selwa modal dan biaya lainnya 

(jika ada) ataul dalam belntulk barang yang melmiliki nilai 

sama/seltara selpe lrti telrtelra pada SBG, se lsulai ke ltelntulan 

dan pe lratulran pe lnggantian yang belrlakul di PT 

PE lGADAIAN (Pe lrse lro). 

5) Nasabah dapat mellakulkan Ullang Gadai, Gadai Ullang 

Otomatis dan Minta Tambah Ulang Pinjaman, se llama nilai 

taksiran masih melmelnulhi syarat delngan 

melmpe lrhitulngkan Se lwa Modal, Biaya Administrasi dan 
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biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika 

telrjadi pelnulrulnan nilai Taksiran Barang jaminan pada saat 

Ullang Gadai, maka Nasabah wajib melngangsulr Ulang 

Pinjaman ataul melnambah barang jaminan agar selsulai 

de lngan taksiran yang barul. 

6) Telrhadap barang jaminan yang tellah dilulnasi dan bellulm 

diambil olelh nasabah, telrhitulng se ljak telrjadinya tanggal 

pe llulnasan  sampai delngan se lpullulh hari tidak dikelnakan 

jasa titipan. Bila tellah melle lbihi selpu llulh hari dari 

pe llulnasan, barang jaminan teltap bellulm diambil, maka 

nasabah selpakat dikelnakan biaya jasa titipan,yang 

be lsaranya selsulai de lngan keltelntulan yang be lrlakul di PT 

PE lGADAIAN (Pe lrse lro) ataul se lbelsar yang telrcantulm 

dalam bulkti transaksi. 

7) Apabila sampai delngan tanggal jatulh telmpo tidak 

dilakulkan Pellulnasan, Ullang Gadai ataul Gadai Ullang 

Otomatis, maka PT PElGADAIAN (Pe lrse lro) belrhak 

mellakulkan pelnjulalan barang jaminan mellaluli lellang. 

8) Se lbe llulm Barang Jaminan nasabah dijulal lellang, Barang 

jaminan dapat dijulat delngan cara: 

a. Nasabah melnjulal selndiri Barang Jaminannya; ataul 

b. Nasabah melmrikan kulasa ke lpda Pe lrulsahaan ulntulk 

melnjulalkan Barang Jaminannya. 

 

9) Hasil pe lnjulalan lellang barang jaminan seltellah dikulrangi 

Ulang Pinjaman, Selwa Modal, Biaya Lainnya (jika ada) 

dan Bela Lellang, melrulpakan kelle lbihan yang melnjadi hak 

nasabah, PT PElGADAIAN (Pe lrse lro) akan 

melmbe lritahulkan nominal Ulang Ke llelbihan nasabah 

mellaluli papan pelngulmulnan di Kantor Cabang/Ulnit 

Pe llayanan Cabang Pelne lrbit SBG, melngirimkan sulrat 

alamat nasabah ataul mellaluli me ldia lainnya selpe lrti 

telle lpon, short me lssage l se lrvicel (SMS). 

10) Nasabah seltuljul bahwa biaya pelmelritahulan Ulang 

ke llelbihan kelpada nasabah dapat dipelrhitulngkan selbagi 

pe lngulrang dari Ulang Kelle lbihan. 

11) Jangka waktul pe lngmbilan ulang kellelbihan lellang adalah 

se llama 1 (satul) tahuln se ljak tanggal lellang se lbagaimana 

dimaksuld pada angka 9 pelrjanjian ini. 

12) Jika lelwat waktul dari jangka waktul pe lngambilan ulang 

ke llelbihan lellang, nsdsbsh me lnyatkn se ltuljul ulntulk 

melnyalulrkan ulang kellelbihan lellang telrse lbult selbagai Dana 

Ke lpdullian Sosial yang pellaksanaannya diselrahkan 

ke lpada PT PElGADIAN (Pe lrse lro). Jika hasil pelnjulalan 

lellang Barang jaminan tidak melnculkulpi u lntulk mellulnasi 

ke lwajiban nasabah belrulpa Ulang Pinjaan, Swa Modal, 
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Biaya Lainnya (jikaada) dan Bela Le llang maka nasabah 

wajib melmbayar kelkulrangan telrse lbult. 

13) Nasabah dapat datang selndiri ulntulk mellakulkan Ullang 

Gadai ataul Minta Tambah Ulang Pinjaman ataul 

Me lngangsulr Ulang Pinjaman ataul Pe llulnasan ataul 

Me lne lrima Barang Jaminan ataul Me lnelrima Ulang 

Ke llelbihan Lellang, dan/ataul dapat delngan me lmbelrikan 

kulasa kelpada orang lain delngan melngisi dan 

melmbulbulhkan tanda tangan pada kolom te lrse ldia, delngan 

mellampirkan foto kopi KTP/PASPOR nasabah dan 

pe lnelrima kulasa se lrta melnulnjulkkan asli KTP pe lne lrima 

kulasa se lrta melnulnjulkan asli KTP/PASPOR pe lne lrima 

kulasa. 

14) Nasabah ataul Kulasanya dapat mellakulkan Pe lrpanjangan, 

Me lngangsulr Ulang Pinjaman, dan Pellulnasan SBG di 

se llulrulh Cabang/Ulnit Pellayanan Cabang Onlinel dan 

Channell yang be lkelrja sama delngan PT. PE lGADAIAN 

(Pe lrse lro). 

15) Dalam hal nasabah ataul Kulasanya mellakulkan 

pe lngambilan Barang Jaminan, transaksi Minta Tambah 

Ulang Pinjaman ataul pe lngambilan ulang kellelbihan lellang, 

hanya dilayani di Kantor Cabang/Ulnit Pellayanan Cabang 

Pe lne lrbit Sulrt Bulkti Gadai. 

16) Nasabah yang melnggulnakan layanan Gadai Ullang 

Otomatis melmbulbulhkan tanda tangan pada kolom yang 

telrse ldia. 

17) Bilamana nasabah melninggal dulnia dan telrdapat hak dan 

ke lwajiban telrhadap PT PElGADAIAN (Pe lrse lro) ataulpuln 

se lbaliknya, maka hak dan kelwajiban dibelbankan kelpada 

ahli waris nasabah selsulai de lngan keltelntulan waris dalam 

hulkulm Relpulblik Indonelsia. 

18) Nasabah melnyatakan tulndulk dan melngikulti selgala 

pe lratulran yang belrlakul di PT PElGADAIAN (Pe lrse lro) 

se lpanjang kelte lntulan yang melnyangkult Ultang Piultang 

De lngan Jaminan Gadai. 

19) Apabila telrjadi pelrse llisihan dikelmuldian hari akan 

dise llelsaikan selcara mulsyawarah ulntulk mulfakat dan 

apabila tidak telrcapai kelse lpakatan akan diselle lsaikan 

mellaluli Lelmbaga Altelrnatif Pelnye llelsaian Se lngke lta di 

Bidang Ulsaha Pelgadaian selsulai Ulndang-Ulndang yang 

be lrlakul. 

 

Be lrdasarkan pelrjanjian gadai telrse lbult diatas telrdapat ulnsulr-ulnsulr 

ulmulm pelrjanjian selpe lrti: 
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1. Ada kelse lpakatan para pihak, kelse lpakatan para pihak ini 

dibulktikan delngan adanya tanda tangan para pihak yaitul 

de lbitulr dan krelditulr dalam Sulrat Bulkti Gadai. Dan di Sulrat 

Bulkti Gadai telrse lbult ada pelrjanjian gadai yang telrtullis di 

be llakang sulrat bulkti kreldit. 

2. Ada tuljulan yang akan dicapai, tuljulan delbitulr adalah 

melmpe lrolelh pinjaman se ljulmlah ulang se ldangkan bagi 

kre lditulr tuljulannya adalah profit ataul  ke lulntulngan. Ulntulk 

melncapai tuljulan para pihak telrse lbult  tidak bolelh 

be lrtelntangan delngan ulndang-ulndang, ke lsulsilaan dan 

ke ltelrtiban ulmulm. 

3. Ada prelstasi yang haruls dilaksanakan, prelstasi dalam 

pe lrjanjian gadai ulntulk delbitulr adalah me lmbelrikan barang 

jaminan, dan melmbayar seljulmlah ulang se ljulmlah selwa 

modal pinjaman kelpada krelditulr, se ldangkan bagi krelditulr 

pre lstasinya yang dibelrikan adalah melmbe lrikan pinjaman 

yang dimohonkan delbitulr belrdasarkan nilai taksiran barang 

jaminan dan melnyimpan barang jaminan se lcara aman, baik 

dan belnar. 

4. Ada be lntulk telrte lntul yang be lrulpa tullisan, dalam pelrjanjian 

gadai PT Pelgadaian (Pelrse lro) dibulat selcara telrtullis. 

5. Ada syarat-syarat telrtelntul se lbagai isi pelrjanjian. 
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Gambaran ulmulm telrjadinya gadai adalah se lbagai belrikult : selorang 

de lbitulr melmbultulhkan se ljulmlah ulang de lngan cara datang kel PT Pe lgadaian, 

lalul me lngisi formullir pelrmintaan kreldit (FPK) dan me lnandatanganinya 

se lrta melnye lrahkan idelntitas diri yang masih belrlakul, de lbitulr melnyelrahkan 

barang belrge lrak yang dimilikinya kelpada krelditulr yaitul PT Pe lgadaian  

ulntulk dilakulkan taksiran telrhadap barang jaminan telrse lbult sulpaya 

melndapatkan seljulmlah ulang, melnandatangani pelrjanjian ultang piultang 

de lngan jaminan gadai diselbult julga pelrjanjian gadai pada Sulrat Bulkti GAdai 

(SBG).  

Pe lrjanjian gadai haruls ada ulnsulr e lse lnsialia, karelna u lnsulr e lse lnsialia 

akan melmbelrikan ciri dari pelrjanjian telrse lbu lt. Yang dimaksuld de lngan ulnsulr 

e lse lnsialia adalah selsulatul yang haruls ada dan dicantulmkan dalam pelrjanjian, 

yang melrulpakan hal pokok se lbagai syarat yang tidak bolelh diabaikan. 

Pe lrjanjian tanpa hal pokok telrse lbult tidak sah dan tidak melngikat para pihak 

yang melmbulat pelrjanjian telrse lbult. 

Syarat pokok ataul e lse lnsialia dari sulatul pe lrjanjian belrbelda-belda, 

telrgantulng pada jelnis pelrjanjiannya se lndiri, dalam pelrjanjian gadai 

e lse lnsiliannya adalah barang jaminan belrge lrak dan pelminjaman seljulmlah 

ulang. Ulnsulr e lse lnsilia dalam pelrjanjian gadai julga melngatulr hal-hal lain 

se lpe lrti pelntingnya pelrawatan dan kelamanan objelk gadai, be lsaran selwa 

modal, telknis pe lmbayaran, pelrlindulngan hu lkulm, pelnye llelsaian selngke lta. 

Pe lrjanjian gadai yang belrlandaskan pada asas kelbelbasan belrkontrak 

dilakulkan olelh dula pihak yang melmpulnyai kelduldulkan selimbang dan diantara 
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ke ldulanya belrulsaha melncapai kelse lpakatan de lngan mellaluli prosels ne lgosiasi. Namuln 

pada relalitas, banyak pelrjanjian dalam transaksi bisnis yang te lrjadi bulkan mellaluli 

prose ls ne lgosiasi se limbang antara para pihak, mellainkan telrjadi delngan cara pihak 

yang satul te llah melnyiapkan syarat-syarat bakul pada sulatul formullir pelrjanjian yang 

tellah diceltak dan kelmuldian diselrahkan kelpada pihak lainya ulntulk diseltuljuli. De lngan 

kondisi selpe lrti ini maka tidak melmbe lrikan kelse lmpatan pada pihak lain ulntulk 

mellakulkan nelgosiasi atas syarat-syarat yang dibe lrikan, telrmasulk Pe lrjanjian gadai. 

Se lhingga pelrjanjian diselbult delngan pelrjajian bakul. 

Me lnge lnai pelrjanjian bakul ini, banyak de lfinisi yang dibelrikan olelh para 

pakar hulkulm telntang pelrjanjian bakul, antara lain selbagai belrikult: 

1. Sultan Relmy Sjahdelini, yang melnyatakan bahwa yang dimaksuld delngan 

pe lrjanjian bakul adalah pelrjanjian yang hampir sellulrulh klaulsull-

klaulsu llnya suldah dibakulkan olelh pelmakainya dan pihak yang lain pada 

dasarnya tidak melpulnyai pe llulang ulntulk melrulndingkan ataul me lminta 

pe lrulbahan. Yang bellulm dibakulkan hanyalah be lbelrapa hal saja, misalnya 

yang melnyangkult jelnis, harga, julmlah, warna, telmpat, waktul, dan 

be lbelrapa hal lainya yang spelsifik dari objelk yang dipelrjanjikan. Delngan 

de lmikian yng dibakulkan bulkan formullir pe lrjanjian telrse lbult me llainkan 

klaulsu ll-klaulsullnya.70 

2. Mariam Daruls Badrullzaman, yang melnyimpullkan, “Pe lrjanjian bakul 

adalah pelrjanjian yang isinya dibakulkan dan ditulangkan dlam belntulk 

formullir”.71 

3. Hondiuls, dalam diselrtasinya melngatakan, “Pe lrjanjian bakul adalah 

konse lp janji-janji telrtullis, disulsuln tanpa melmbicarakan isinya dan 

lazimnya ditulangkan kel dalam julmlah tak telrbatas pelrjanjian yang 

sifatnya telrte lntul”.72 

4. Amrull Partomulan Pohan, melnyatakan pe lrjanjian bakul se lbagai, 

“Pe lrjanjian yang klaulsullnya suldah teltap ataul tidak dapat diulbah-ulbah 
 

70 Sutan Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang 

bagi Para Pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir indonesia, Jakarta, 1993, 

h. 24, dikutip dalam RH. Wiwoho, Op. Cit., h. 203-204. 
71 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perdata Hukum Petunangan Bagian B, Liberty 

Yogyakarta, Jakarta, 1980, h. 59, dikutip dalam Ibid, h. 204. 
72 Mariam Darus Badrulzaman (1), “Perjanjian Baku (standart) Perkembangannya di 

indoensia”, dimuat didalam Beberapa Guru Besar berbicara Tentang hukum dan Pendidikan 

Hukum (kumpulan Pidato-Pidato Pengesahan), Penerbit Alumni, Bandung, h. 59, dikutip dalam 

Ibid.. 
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lagi, karelna selbe llulmnya klaulsull telrse lbult suldah ditelntu lkan/diteltapkan 

atulrannya, selhingga isi klaulsull telrse lbult teltap, baik bagi 

pe llanggan/nasabah A, B, ataul C maulpuln lain-lain pellanggan, yaitul 

ulntulk transaksi yang seljelnis.73 

 

Be lrdasarkan rulmulsan telrse lbult, pelrjanjian bakul melrulpakan pelrjanjian 

telrtullis yang tellah dibakulkan dan ditulangkan dalam belntulk formullir yang kelmuldian 

diceltak dalam julmlah tidak telrbatas se lsulai delngan kelbultulhan dan dipelrgulnakan 

telrhadap pelrbulatan hulkulm yang seljelnis. Syarat-syarat bakul yang ditulangkan dalam 

pe lrjanjian bakul tidak dapat melngelsampingkan pasal 1320 KUlHPe lrdata, pasal ini 

melrulpakan dasar dari selmula belntulk pe lrjanjian, tidak telrke lculali syarat-syarat 

pe lrjanjian bakul. 

Ke lnyataan dalam praktik, baik belntulk maulpuln isi pe lrjanjian bakul te llah 

dipelrsiapkan telrlelbih dahullul olelh salah satul pihak tanpa mellibatkan pihak yang 

lain. Hal ini melnimbullkan tanggapan dari para ahli, salah satulnya Mariam Daruls, 

yang melnyatakan: “Selcara teloritis yulridis pe lrjanjian bakul ataul pelrjanjian standar 

tidak melme lnulhi ellelmeln-e llelme ln dalam pasal 1320 jo pasal 1338 (1) KUlHPe lrdata. 

Disini de lbitulr tidak melmpulnyai kelbe lbasan ulntulk melngultarakan kelhe lndak ulntulk 

melne lntulkan isi pelrjanjian”.74 

Be lrdasarkan ulraian telrse lbu lt, pelrjanjian bakul di mana konse lp pe lrjanjiannya 

tellah dipelrsiapkan olelh krelditulr adalah ulntulk diseltuljuli ataul ditolak. Melnye lrtuljuli 

be lrarti delbitulr tulndulk se lpe lnulhnya pada atulran-atulran bakul yang diteltapkan. Jika 

 
73 A. Patomuan Pohan, “Penggunaan Kontrak Baku (standart contract) dalam Praktek 

Bisnis di Indonesia”, (makalah dalam Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak Dalam 

Praktek Bisnis di Inodenesia,BPHN, Jakarta, 1993), h. 2, dikutip dalam Ibid. 
74 Mariam Darus (2), beberapa Masalah Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan jaminan 

Hypotek Serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1991, h. 97, dikutip dalam Ibid, h. 205. 



65 
 

de lbitulr tidak seltuljul de lngan syarat-syarat pe lrjanjian yang diajulkan itul, ia tidak bolelh 

melnawar syarat-syarat yang suldah dibakulkan itul. Se lcara teloritis yulridis, bahwa 

pe lrjanjian haruls te ltap melme lnulhi syarat-syarat yang tellah ditelntulkan dalam pasal 

1320 jo 1338  KUlHPe lrdata telrmasulk pelrjanjian bakul. 

Se lcara ulmulm ciri-ciri pelrjanjian bakul adalah adanya klaulsulla yang melmulat 

pe lngelculalian pelrtanggulngjawaban (elxelnoratiel claulsullels ataul e lxclulsion claulse l). 

Maria Daruls Badrullzaman melnyatakan, ciri-ciri pelrjanjian bakul adalah selbagai 

be lrikult: 

1. Isinya diteltapkan selcara selpihak olelh pihak yang sisi elkonominya kulat. 

2. Masyarakat (delbitulr) sama se lkali tidak ikult be lrsama-sama melnelntulkan 

isi pelrjanjian. 

3. Telrdorong olelh kelbultulhannya, delbitulr telrpaksa melne lrima isi pelrjanjian. 

4. Be lntulk te lrtelntul (telrtullis). 

5. Dispe lrsiapkan telrlelbih dahullul se lcara masal dan kolelktif.75 

 

 Pe lrjanjian bakul ini jellas melngulntulngkan krelditulr, syarat-syarat bakul 

dimulat lelngkap dalam naskah pelrjanjian, ataul ditullis se lbagai lampiran yang tidak 

telrpisah dari formullir pelrjanjian, ataul ditullis dalam dokulmeln bulkti pelrjanjian. 

Pihak yang melne lntulkan syarat-syarat pe lrjanjian adalah pihak krelditulr yang 

melmpulnyai keldu ldulkan elkonomi kulat dan tingkat pelnge ltahulan yang tinggi, 

se lmelntara itul pihak de lbitulr pada ulmulmnya melmpu lnyai kelduldulkan e lkonomi yang 

lelmah dan tingkat pelngeltahulannya relndah.76 

Me lskipuln isi pe lrjanjian bakul lelbih melngu lntulngkan krelditulr, de lbitulr maul 

melne lrima syarat-syarat pelrjanjian yang dibe lrikan kelpadanya karelna didorong olelh 

 
75 Mariam Darus (2), Ibid, h. 12, dalam RH. Wiwoho, Op. Cit.,h. 209. 
76 Ibid. 
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ke lbultulhan. Ke ladaan tidak selimbang ini barul disadari delbitulr bila tellah telrjai 

pe lristiwa yang melmbulatnya melmikull tanggulng jawab belrdasarkan syarat-syarat 

pe lrjanjian. Syarat-syarat pelrjanjian mellipulti keltelntulan-keltelntulan belrikult:77 

1. Ke lwajiban dan hak pihak-pihak 

Ke lwajiban adalah selsulatul yang haruls dilaksanakan olelh pihak 

yag satul kelpada pihak yag lain delngan me lmbelbankan sanksi jika lalai 

ataul dilalaikan. Jika kelwajiban ditelntulkan olelh ulndang-ulndang, diselbult 

ke lwajiban ulndang-ulndang. Jika ke lwajiban ditelntulkan olelh pe lrjanjian, 

dise lbult kelwajiban pelrjanjian. Kelwajiban ada dula macam yaitul 

ke lwajiban matelrial dan kelwajiban formal. Kelwjiban matelrial adalah 

ke lwajiban yang belrkelnaan de lngan obje lk pe lrjanjian selsulai de lngan 

idelntitasnya. Kelwajiban formal adalah kelwajiban yang belrkaitan 

de lngan tata cara ataul pellaksanaan pelmelnulhan kelwajiban matelrial, yaitul 

olelh siapa, bagaimana caranya, di mana, kapan, selrta delngan apa 

pe lnyelrahan, pelmbayaran pelke lrjaan, dan pe lmelliharaan dilakulkan. 

Hak adalah selsulatul yang dipelrole lh dari pihak lain delngan 

ke lwe lnngan melnulntult jika tidak dipelnu lhi olelh pihak lainnya. Hak ada 

dula macam yaitul hak matelrial dan hak formal. Hak matelrial adalah hak 

yang be lrkaitan delngan pe lrolelhan be lnda objelk pe lrjanjian selsulai de lngan 

idelntitasnya (julmlah, jelnis, ulkulran, nilai ataul harga, dan ke lgulaan). Hak 

formal adalah hak yang belrkaitan delngan tata cara melmpelrolelh hak 

melte lrial. 

 
77 Ibid, h. 210-212 
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2. Wanprelstasi 

Tidak telrlaksananya kelwajiban selbagaimana melstinya dalam 

pe lrjanjian diselbult wanprelstasi. Faktor pelnye lbab wanprelstasi ada dula 

yaitul faktor dari lular dan faktor dari dalam diri para pihak. Faktor dari 

lular adalah pelristiwa yag tidak diharapkan telrjadi dan tidak didulga akan 

telrjadi pada saat pelrjanjian dibulat, selhingga melnghalangi pihak dalam 

pe lrjanjian melmelnulhi kelwajiban kelpada pihak lainnya. Faktor ini 

dise lbult selbagai keladaan melmaksa. Wanpe lstasi telrjadi dari dalam diri 

para pihak, yaitul kelsalahan selndiri. 

3. Akibat wanprelstasi 

Telrjadinya wanprelstasi belrakibat apakah pelrjanjian itul 

dibatalkan ataul pelmbayaran ganti kelrulgian. 

4. Tanggulng jawab dan elksonelrasi 

Tanggulng jawab me lrulpakan relalisasi dari ke lwajiban telrhadap 

pihak lain. Masalah tanggulng jawab dirulmulskan dalam syarat-syarat 

pe lrjanjian. Dalam rulmulsan itul telrdapat tanggulng jawab yang melnjadi 

be lban delbitulr dan yang melnjadi belban kre lditulr. Apabila ditellaah lelbih 

celrmat, belban tanggulng jawab delbitulr lelbih ditonjolkan dari pada belban 

tanggulng jawab kre lditulr, bahkan telrlintas ke lsan bahwa krelditulr 

be lrulsaha sulpaya belbas dari tanggulng jawab. Syarat yang belrisi 

pe lmbelbasan tanggulng jawab diselbult klaulsulla elksonelrasi. Klaulsulla 

e lksonelrasi ataul diselbu lt julga klaulsulla e lkse lmsi, be lrasal dari bahasa 

Be llanda elxonelratie l claulsullel. Di dalam pulstaka hulkulm Inggris, klaulsulla 
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e lkselmsi dise lbult e lxclulsion claulsel ataul e lxelmption claulse l. Se lme lntara itul 

alam pulstaka hulkulm  Amelrika Selrikat klaulsulla itul diselbult elxcullpatory 

claulse l, waranty disclaimelr claulse l, ataul limitation of liability claulse l. 

Yang dimaksuld klaulsulla elksonelrasi me lnulrult Mariam Daruls 

Badrullzaman, adalah klaulsulla yang belrisi pelmbatasan pelrtanggulngan 

jawab dari krelditulr.78 Sultan Re lmy Sjahde lini melnyatakan bahwa 

klaulsu lla elkse lmsi adalah klaulsull yang be lrtuljulan melmbelbaskan ataul 

melmbatasi tanggulng jawab salah satul pihak telrhadap gulgultan pihak lain 

dalam hal yang belrsangkultan tidak ataul tidak delngan se lmelstinya 

mellaksanakan kelwajiban yang ditelntulkan di dalam pelrjanjian telrse lbult.79 

Ahmad Mirul dan Sultarman Yodo melmbe lrikan ciri-ciri 

pe lrjanjian bakul yang melngandulng klaulsulla elksone lrasi se lbagai 

be lrikult:80 

1. Pada ulmulmnya isinya diteltapkan olelh pihak yang posisinya 

lelbih kulat. 

2. Pihak lelmah pada ulmulmnya tidak ikult melne lntulkan isi 

pe lrjanjian yang melrulpakan ulnsulr aksidelntalia dari 

pe lrjanjian. 

3. Telrdorong olelh kelbultulhan, pihak lelmah te lrpaksa melne lrima 

pe lrjanjian. 

4. Be lntulknya telrtullis. 

5. Dispe lrsiapkan telrlelbih dahullul se lcara massal ataul individulal. 

 

5. Pe lnye llelsaian selngke lta 

Dalam pellaksanaan pelrjanjian ada yang wanpre lstasi salah satul 

satul pihak maka akan telrjadi pelrse llisihan. Dalam pelrjanjian biasanya 

 
78 Ibid, h. 212. 
79 Ibid, h. 213. 
80 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, 

jakarta, 2008, h. 114, dikutip dalam Ibid, h. 216-217. 
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dimulat syarat-syarat yang melmbe lri kelse lmpatan kelpada pihak-pihak 

ulntulk melnye llelsaikan se lngkelta mellaluli mulsyawarah. Akan teltapi jika 

mulsyawarah tidak melnghasilkan pelnye llelsaian, pihak-pihak dibelri 

ke lse lmpatan melnye llelsaikan selngke lta selcara hulkulm mellaluli pelradilan 

arbitrasel ataul pe lradilan nelgara. 

 PT Pe lgadaian dalam mellaksanakan bisnisnya yang be lrulpa gadai ada ulnsulr 

pe lrjanjian yang haruls ditaati para pihak. Adapuln ciri-ciri pelrjanjian ultang piultang 

de lngan jaminan gadai milik PT Pelgadaian adalah: 

1. Be lntulk pe lrjanjian telrtullis. 

Pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai telrtullis di sulrat bulkti 

kre ldit halaman bellakang, yang melmulat kata-kata ataul sulsulnan kalimat yang 

telratulr dan rapi, hulrulf yang digulnakan kelcil-kelcil, se lhingga isinya kellihatan 

padat dan sullit di baca dalam waktul singkat. Hal ini dapat melrulgikan delbitulr 

karelna melnjadi kulrang melmahami isi pelrjanjian telrse lbult. 

2. Format pelrjanjian. 

Format pelrjanjian itul me llipulti modell, rulmulsan dan u lkulran.  Format 

pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai melnge lnai modell, rulmulsan 

dan ulkulran suldah ditelntulkan, se lhingga tidak dapat dirulbah karelna suldah 

diceltak. 

3. Pe lrjanjian suldah telrtullis di Sulrat Bulkti Gadai. 

Pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai su ldah ditelntulkan 

olelh kre lditulr yaitul PT Pe lgadaian, dan suldah telrte lra di halaman bellakang 

Sulrat Bulkti Gadai. 
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4. Pe lnye llelsaian selngke lta mellaluli mulsyawarah ataul pe lradilan. 

Adanya syarat-syarat pelrjanjian yang telrdapat klaulsulla standar ataul 

bakul melnge lnai pelnye llelsaian se lngke lta., yang dise llelsaikan se lcara 

mulsyawarah ulntulk mulfakat dan apabila tidak telrcapai kelse lpakatan akan 

dise llelsaikan mellaluli Pelngadilan Nelgelri se ltelmpat.  

 Pe lrjanjian ultang piultang delngan jaminan gadai melnulrult pe lnullis sah 

pe lrjanjiannya, karelna suldah belrpeldoman pada pasal 1320 KUlHPe lrdata yang 

melnyatakan bahwa sulpaya telrjadi pelrse ltuljulan yang sah, pelrlul dipe lnulhi elmpat 

syarat: 

1. Ke lse lpakatan melrelka yang melngikatkan diri; 

Dasarnya adalah pasal 1321 KUlHPe lrdata yang melnyelbultkan 

“Tiada selpakat yang sah apabila selpakat ini dibelrikan karelna kelkhilafan 

ataul dipelrole lhnya delngan paksaan ataul pelnipulan”. 

2. Ke lcakapan ulntulk melmbulat sulatul pe lrikatan; 

Dasarnya adalah pasal 1329 KUlHPe lrdata yang melnyelbultkan 

“Se ltiap orang ada;ah cakap ulntulk melmbulat pelrikatan-pelrikatan, jika 

olelh u lndang-ulndang tidak dinyatakan tak cakap”. Ulndang-ulndang yang 

dimaksuld me lnyatakan tidak cakap diatulr dalam pasal 1330 

KUlHPe lrdata. 

3. Sulatul pokok pelrsoalan telrtelntul; 

Pe lrjanjian haruls me lmiliki objelk (be lpaald ondelrwe lp). Obje lk 

pe lrjanjian diatulr dalam pasal 1333 KUlHPe lrdata melnyatakan: 

“Sulatul pe lrse ltuljulan haruls melmpulnyai pokok sulatul barang yang 

paling seldikit ditelntulkan jelnisnya. Tidaklah melnjadi halangan 
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bahwa julmlah barang tidak telntul, asal saja julmlah itul telrke lmuldian 

dapat ditelntulkan ataul dihitulng”. 

 

4. Sulatul se lbab yang tidak telrlarang. 

Dasar dari caulsa ini adalah pasal 1335-1337 KUlHPe lrdata yang 

dijadikan dasar hakim ulntulk dapat melngulji, apakah tuljulan pelrjanjian itul 

dapat dilaksanakan dan apakah isi pelrjanjian tidak belrtelntangan delngan 

ulndang-ulndang, keltelrtiban ulmulm, dan kelsulsilaan. 

Syarat yang pelrtama dan keldula melrulpakan syarat sulbje lktif karelna melnyangkult soal 

orang-orang yang melngadakan pelrjanjian, se ldangkan syarat keltiga dan kele lmpat 

melrulpakan syarat objelktif karelna melnyangkult objelk yang dijanjikan. 

PT Pe lgadaian dalam bisnis gadainya melnggulnakan barang jaminan selbagai 

dasar dalam pelmbe lrian kreldit. Barang jaminan yang dibawa delbitulr ulntulk 

melndapatkan fasilitas/kreldit dari PT Pelgadaian adalah barang jaminan belrge lrak. 

Kare lna jaminan kelbelndaan  belnda belrge lrak yang dijadikan jaminan di PT 

Pe lgadaian maka pelrjanjiannya telrmasulk pelrjanjian kelbe lndaan. Seldangkan 

pe lrjanjian kelbelndaan dapat dibeldakan melnjadi 2 macam yaitul: 

1. Pe lrjanjian pokok adalah pelrjanjian antara delbitulr dan krelditulr yang 

be lrdiri selndiri tanpa belrgantulng pada adanya pelrjanjian. Contoh: 

pe lrjanjian kreldit bank. 

2. Pe lrjanjian tambahan (accelsoir) adalah pe lrjanjian antara delbitulr dan 

kre lditulr yang diadakan selbagai pe lrjanjian tambahan dari pada pelrjanjian 

pokok. Contoh: pelrjanjian pelmbelbanan jaminan selpe lrti pelrjanjian 

gadai, tanggulngan dan fidulsia. 
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Be lrdasarkan analisis di atas maka dapat disimpullkan bahwa pelrjanjian 

u ltang piultang de lngan jaminan gadai pada PT Pe lgadaian melrulpakan pelrjanjian 

pokok, Jaminan selndiri lazimnya dikonstrulksikan selbagai pelrjanjian tambahan 

(accelsoir). 

Asas-asas dalam pelrjanjian sellain ada elmpat asas dise lbultkan di atas, pelrlul 

adanya tambahan asas lagi yaitul asas ke lpribadian. Se lbagaimana melnulrult RH. 

Wiwoho, asas-asas telrse lbult mellipulti: 81 

1. Asas ke lbe lbasan be lrkontrak (feleldom of contract); dikelnal delngan istilah 

partij otonomiel ataul libelrty of contract, dan telrkandulng dalam pasal 

1338 KUlH Pe lrdata yang melnyatakan, “Selmula pelrse ltuljulan yang dibulat 

se lsulai delngan ulndang-ulndang belrlakul se lbagai ulndang-ulndang bagi 

melre lka yang melmbulatnya. Pelrse ltuljulan tidak dapat ditarik kelmbali 

se llain delngan kelse lpakatan keldula bellah pihak ataul karelna alasan-alasan 

yang ditelntulkan olelh ulndang-ulndang. Pelrse ltuljulan haruls dilaksanakan 

de lngan itikad baik”. Me lskipuln delmikian ke lbelbasan telrse lbult teltap 

melmiliki batasan, yaitul tidak belrtelntangan delngan ulndang-ulndang, 

tidak melngganggul kelte lrtiban, dan julga tidak mellanggar kelsulsilaan 

se lbagaimana diatulr dalam pasal 1337 KUlH Pe lrdata yang be lrbulnyi, “ 

Sulatul se lbab adalah telrlarang, jika selbab itul dilarang olelh ulndang-

ulndang ataul bila itul be lrtelntangan delngan kelsulsilaan ataul delngan 

ke ltelrtiban ulmulm”.82 

 
81 Ibid, h. 28-30. 
82 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif filsafat, 

Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), Mandar Maju, Jakarta, 2012, h. 83, dikutip dalam RH. 

Wiwoho, Ibid, h. 28. 
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2. Asas konse lnsulalismel (conselnsulalism); ke lse lpakatan melrulpakan syarat 

atas kontrak dan kontrak telrjadi seljak ada kelse lpakatan melnge lnai hal 

pokok, yang kelmuldian dirulmulskan dalam sulatul kontrak yang belrsifat 

formalitas. Asas ini telrmulat dalam pasal 1320 ayat (1) KUlHPe lrdata, 

“Sulpaya telrjadi pelrse ltuljulan yang sah, pe lrlul dipe lnulhi elmpat syarat, 

yaitul: (1) kelse lpakatan melre lka yang melngikatkan dirinya; (2) kelcakapan 

ulntulk melmbulat pelrikatan; (3) sulatul pokok pe lrsoalan telrtelntul; dan (4) 

sulatul se lbab yang tidak telrlarang”. Kata selpakat telrse lbult culkulp lisan dan 

tidak pelrlul diformullasikan selcara formal, karelna bagi hulkulm yang 

telrpe lnting adalah apa yang diulcapkan se lcara lisan olelh orang 

melnulnjulkkan bahwa orang telrse lbult be lrnilai baik dan belrtanggulng 

jawab telrhadap apa yang tellah diulcapkannya selcara lisan. Dalam 

pe lrkelmbangan selkarang pelrnyataan selpakat haruls dirulmulskan selcara 

telrtullis dan jellas, se lhingga tidak melnimbullkan salah pelrse lpsi. Se lcara 

teloritis, asas ini melrulpakan rohnya kontrak, selhingga kontrak yang 

dibulat delngan kelse lpakatan namuln me lngandulng cacat kelhelndak 

(wilsgelbre lke l) karelna salah kira (dwaling), pe lnipulan (be ldrog), ataul 

paksaan (dwang) tidak dapat dinyatakan se lbagai kelse lpakatan yang 

se lmpu lrna ataul sah. 

3. Asas ke lpastian hulkulm (pacta sulnt se lrvanda); kontrak se lbagai dokulme ln 

hulkulm yang dise lpakati belrsama haruls me lnjamin para pihak dibelrikan 

hak dan kelwajiban selcara proporsional, je llas, dan tidak melngandulng  

pe lnafsiran yang dimiliki ataul dibelbankan ke lpada salah satul pihak. 
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De lngan asas ini kontrak dipatulhi selbagai ulndang-ulndang bagi para 

pihak yang melmbulatnya. 

4. Asas itikad bik (good faith); kontrak yang diwuljuldkan se lcara lisan 

ataulpu ln te lrtullis de lngan pe lnandatanganan kontrak olelh para pihak haruls 

dilakulkan de lngan asas itikad baik, yang be lrarti kontrak haruls 

dilaksanakan juljulr dan me lmpulnyai niat akan dilaksanakan se lpelnulh hati. 

Itikad baik dalam hal ini adalah kelpe lrcayaan, kelyakinan yang telgulh, 

maksu ld ataul ke lmaulan yang baik, ataul sulatul se lmangat yang melnjiwai 

anggota dalam sulatul pe lrbulatan hulkulm ataul hulbulngan hulkulm.83 

5. Asas ke lpribadian (pelrsonality); yang dimaknai rasionalitas dan 

argulmelntasinya selcara selpihak, yang me lnuljulkkan kelpe lrcayaan kelula 

be llah pihak melngikatkan diri, selhingga melnulmbulhkan kelpe lrcayaan 

para pihak ulntulk melnyampaikan argulmeln dan dalil dalam sulatul 

pe lrjanjian.  

Rulmulsan asas telrse lbult se lbagai bagian dari ke ladilan belrkontrak ditelrapkan 

se lcara kontradiktif dalam praktiknya (contadictio in telrminis).84 Akibatnya, asas-

asas yang melndasari keladilan belrkontrak dikaraktelristikan selbagai simbol 

formalitas yang ditulnjulkkan dalam belntulk melne lrima ataul melninggalkannya (takel 

it or lelavel it) rasionalitas kelbelbasan belrkontrak bulkan pada melmbanguln sulbstansi 

de lngan melmpelrtelmulkan kelhe lndak dan ke lse lpakatan, teltapi melmpelrte lmulkan 

ke lmaulan ataul ke ltidakmaulan. Akibatnya, ke ladilan belrkontrak julga bulkan 

 
83 Ibid. 
84 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, h. 5-8, dikutip dalam Ibid, h 30. 
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melnulnjulkkan hak dan kelwajiban dasar yang melne lntulkan pe lmeltaan pelmbagian 

se lcara layak teltapi melne lntulkan keldalaman pelrlindulngan kelpe lntingan bagi salah 

satul pihak dan melmbelbankan kelwajiban pada pihak lain.85 Pe lrjanjian gadai yang 

ada di PT Pelgadaian suldah sah. Pelrjanjian yang sah belrarti pelrjanjian yang 

melme lnulhi syarat selbagaimana ditelntulkan ulndang-ulndang, se lhingga diakuli olelh 

hulkulm (lelgallel condadeld contract).86  

Me lnulrult pelnullis bahwa pelrjanjian gadai itul melrulpakan pelrjanjian bakul, 

apabila itul me lrulpakan pelrjanjian bakul maka hal ini tidak bolelh be lrte lntangan julga 

de lngan Ulndang-Ulndang Nomor 8 tahuln 1999 Telntang Pelrlindulngan Konsulmeln 

khulsulsnya pasal 18: 

1. Pe llakul ulsaha dalam melnawarkan barang dan/ataul jasa yang dituljulkan 

ulntulk dipelrdagangkan dilarang melmbulat ataul melncantulmkan klaulsulla 

bakul pada seltiap dokulmeln dan/ataul pe lrjanjian apabila: 

a. Me lnyatakan pelngalihan tanggulngjawab pe llakul ulsaha. 

b. Me lnyatakan bahwa pellakul ulsaha be lrhak melnolak pe lnyelrahan 

ke lmbali barang yang dibelli komsulmeln. 

c. Me lnyatakan bahwa pellakul ulsaha be lrhak melnolak pe lnyelrahan 

ke lmbali ulang yang dibayarkan atas barang dan/ataul jasa yang 

dibelli konsulmeln. 

d. Me lnyatakan pelmbelrian kulasa dari konsulme ln kelpada pellakul 

ulsaha baik selcara langsulng maulpuln tidak langsulng ulntulk 

mellakulkan se lgala tindakan se lpihak yang be lrkaitan delngan barang 

yag dibelli olelh konsulmeln se lcara angsulran. 

e. Me lngatulr pe lrihal pelmbulktian atas hilangnya ke lgulnaan barang 

ataul pe lmanfaatan jasa yang dibelli olelh konsulme ln. 

f. Me lmbelri hak ke lpada pellakul ulsaha ulntulk me lngulrangi manfaat 

jasa ataul me lngulrangi harta kelkayaan konsulme ln yang melnjadi 

objelk julal belli jasa. 

g. Me lnyatakan tulndulknya konsulmeln ke lpada pe lratulran yang be lrulpa 

atulran barul, tambahan, lanjultan, dan/ataul pelngulbahn lanjultan 

yang dibulat se lpihak olelh pe llakul ulsaha dalam masa konsulme ln 

melmanfaatkan jasa yang dibellinya. 

 
85 Ibid. 
86 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 

66, dikutip dalam Ibid, h 89. 
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h. Me lnyatakan bahwa konsulme ln melmbelri kulasa kelpada pellakul 

ulsaha ulntulk me lmbelbankan hak tanggulngan, hak gadai, ataul hak 

jaminan telrhadap barang yang dibelli olelh konsulme ln selcara 

angsulran. 

2. Pe llakul ulsaha dilarang melncantulmkan klaulsulla bakul yang leltak dan 

be lntulknya sullit telrlihat ataul tidak dapat dibaca selcara jellas yang 

pe lngulngkapannya sullit dimelngelrti. 

3. Se ltiap klaulsulla bakul yang te llah diteltapkan olelh pe llakul ulsaha pada 

dokulmeln ataul pelrjanjian yang melme lnulhi ke ltelntulan se lbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal delmi hulkulm. 

4. Pe llakul ulsaha wajib melnye lsulaikan klaulsulla bakul yag be lrtelntangan 

de lngan ulndang-ulndang ini. 

 

Maulpuln be lrdasarkan KHUlPe lrdata Pasal 1320 me lnyangkult syarat-syarat 

sahnya pelrjanjian: 

1. Syarat sulbje lktif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak dapat 

dibatalkan (avoid of law/velrbie ltigbaar), me llipulti: 

a. Ke lse lpakatan ataul pe lrse ltuljulan ke lhelndak para pihak. 

Kre lditulr dan delbitulr yang melngadakan pelrjanjian itul 

haruls belrse lpakat melnge lnai hal-hal yang pokok dari pelrjanjian 

yang diadakan itul.ke ldula bellah pihak haruls me lmpulnyai kelmaulan 

yang be lbas dalam sulatul pe lrjanjian. Ke lbelbasan ke ldula bellah pihak 

melrulpakan syarat pelrtama dalam sahnya sulatul pelrjanjian. 

Pe lrjanjian tidak sah karelna paksaan (dwang), ke lkhilafan 

(dwaling) dan pelnipulan (beldrog). 

b. Ke lcakapan para pihak dalam melmbulat sulatul pe lrjanjian. 

Orang yang melmbulat pelrjanjian haruls cakap melnulrult 

hulkulm. Cakap dalam arti suldah delwasa dan tidak hilang ingatan. 

2. Syarat objelktif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontraknya batal delmi 

hulkulm (nulll and void of law/nieltiganrelchtswe lge l) 
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a. Sulatul hal telrte lntul. 

Bahwa sulatul pe lrjanjian su latul hal telrtelntul artinya apa yang 

dipelrjanjikan hak-hak dan kelwajiban keldula be llah pihak apabila 

ada masalah. 

b. Sulatul caulsa ataul se lbab yang halal. 

Yang dimaksuld se lbab disini adalah tuljulan dari pelrjanjian 

itul se lndiri. Pe lrjanjian yang dibulat tanpa se lbab ataul dibulat 

be lrdasarkan selbab yang palsul ataul se lbab yang telrlarang adalah 

batal delmi hulkulm (videl Pasal 1335 KUlHPe lrdata), artinya bahwa 

para pihak tidak telrikat ulntulk melmelnulhi pelrjanjian telrse lbult. 

Apabila salah stul pihak melnggulgat melnulntu lt pelmelnulham 

pe lrjanjian telrse lbult, gulgatan telrse lbult akan ditolak dan pelrjanjian 

telrse lbult akan dinyatakan batal delmi hulkulm. Olelh karelna 

pe lrjanjian dianggap tidak ada seljak awal, maka para pihak 

dikelmbalikan pada keladaan selmulla. Sulatul se lbab adalah dilarang, 

apabila dilarang olelh ulndang-ulndang, kelsulsilaan ataul kelte lrtiban 

ulmulm (videl Pasal 1337 KHUlPe lrdata). 

Be lrdasarkan argulme lntasi diatas maka ulntulk pe lrjanjian kreldit ultang piultang 

de lngan jaminan gadai yaitul barang be lrgelrak, pe lrlul dipelrtanyakan telntang 

ke lse lpakatan para pihak dalam hal pelrjanjian gadainya. Melmang keltika delbitulr 

datang kel pelgadaian ulntulk melngadaikan barangnya dan ditaksir delngan ulang 

pinjaman yang dibelrikan selsulai nilai taksir barang telrselbult dan ada nelgosiasi.  



78 
 

Teltapi apakah nelgosiasi ini melrulpakan ke lse lpakatan, pelnullis melnganggap 

bahwa itul melrulpakan sulbjelktifitas delbitulr yang dinilai dan ditanggapi belrdasarkan 

ke lbultulhan, dari sisi kelabsahan pelrjanjian gadai melmang sah teltapi format bakul 

dalam pelrjanjian gadai teltap melne lmpatkan pelgadaian dalam posisi yang 

be lrdasarkan konselkulelnsi hulkulmnya sangat lelmah. 

Se ldangkan pelrbandingan  hak dan ke lwajiban antara krelditulr dan de lbitulr 

be llulm melme lnulhi ulnsulr ke lse limbangan di satul sisi pelncantulman kelwajiban delbitulr 

lelbih banyak daripada kelwajiban krelditulr, se lhingga masih pelrlul klaulsulla-klaulsulla 

ke lwajiban krelditulr dicantulmkan misalnya bahwa PT Pelgadaian akan melrawat dan 

melnjaga barang milik nasabah yang dijaminkan. Hal ini ulntulk me lmbelrikan 

ke lpastian hulkulm telrkait pelrlindulngan hulkulm. 

 

2.4. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Gadai 

 Fungsi asas proporsionalitas yang dikaitkan dengan hukum perikatan, 

menurut Niewenhuis memberikan kesimpulan sebagiamana diatur dalam buku ke 

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setidaknya terdapat tiga asas yang 

berlaku bagi hukum kontrak, yaitu:87 

1. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan 

perkecualian kontrak-kontrak dalam bentuk formal dan riil dan (isi) 

syarat kausa yang diperbolehkan; 

2. Asas daya mengikat kontrak dengan perkecualian daya pembatasan 

iktikad baik dan overmacht; dan 

3. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan 

di antara para pihak dalam perjanjian/kontrak dengan perkecualian janji 

yang dibuat demi kepentingan pihak ketiga. 

 
87 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, h. 104-105 dikutip dalam. 

https://ejournal.undip.ac.id, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) diakses pada tanggal 14 Februari 

2023 jam 04.00 WIB. 
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Sedangkan menurut UNIDROIT asas-asas kontrak komersial adalah sebagai 

berikut:88 

1. Asas kebebasan berkontrak. 

2. Asas iktikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing). 

3. Asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat. 

4. Asas kesepaktan melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) 

atau melalui tindakan. 

5. Asas larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk. 

6. Asas kewajiban menjaga kerahasiaan. 

7. Asas perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku. 

8. Asas syarat sahnya kontrak. 

9. Asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar 

(gross disparity). 

10. Asas contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku. 

11. Asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (hard-ship). 

12. Asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (force 

majeur). 

 

Asas hukum itu memiliki fungsi, sebagaimana dikemukakan oleh Smith:89 

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-

masalah yang timbul dan baru. 

2. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum 

baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru. 

 

Sehingga berdasarkan fungsi tersebut, Herlien Boediono menyimpulkan 

bahwa asas hukum bertujuan untuk memberikan arah yang layak/pantas menurut 

hukum dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Dengan 

 
88 Ibid, h. 106. 
89 Herlin Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum 

Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 82-83 

dikutip dalam https://hukum.studentjournal.ub.ac.id diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Jam 

20.10 WIB. 

https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/
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asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak 

dijalankan.90 

Demikian juga asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang 

lain, asas proporsionalitas ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat menjadi salah 

satu instrument bagi interpretasi peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini 

supaya peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai etis dan 

kehendak masyarakat, dalam hal ini khususnya pada perjanjian. 

Berhubungan dengan perjanjian, asas-sas hukum juga berfungsi sebagai 

pedoman atau dasar serta rambu atau batas untuk mengatur dan membentuk 

perjanjian yang akan dibuat yang pada akhirnya menjadi suatu perikatan yang 

berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dan pemenuhanya.91 

Setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya 

adalah merupakan langkah hukum yang notabene berada pada ranah hukum 

kontrak. Namun demikian masih terasa betapa lemahnya pemahaman sementara 

pihak, di mana hukum bisnis yang menjadi landasan setiap aktivitas bisnisnya acap 

kali dimaknai sebatas produk aturan yang diterbitkan penguasa.92 Padahal kontrak 

itu mempunyai fungi atau arti penting dalam lalu lintas bisnis, antara lain:93 

 
90 Ibid. 
91 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 14 dikutip dalam Ibid. 
92 M. Isnaeni, Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan 

Bisnis di Indonesia, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum universitas Airlangga Surabaya, Sabtu, 16 September 2000, h. 2 dikutip dalam 

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 97. 
93 A. Yudha Hernoko, Dasar-Dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik 

Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

Surabaya, 2005 dikutip dalam Ibid, h. 100. 
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1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak 

dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan). 

2. Kontrak sebagai bingkai aturan main. 

3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum. 

4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum. 

5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution; 

efisensi – profit). 

 

Hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsi untuk 

mengamankan transaksi. Hal ini karena dalam kontrak terkandung suatu pemikiran 

(tujuan) akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh para pihak. Terkait 

dengan kontrak komersial yang berorientasi keuntungan para pihak, fungsi asas 

proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegunaan yang ‘operasional dan 

implementatif, dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak.94 

Maksudnya adalah karakter ‘operasional dan implementatif’ dari asas 

proporsionalitas hendaknya tidak diartikan bahwa asas ini, dengan sendirinya 

berlaku mengikat para pihak. Sesuai dengan sifatnya, asas berkedudukan sebagai 

metanorma sehingga tidak dapat langsung mengikat para pihak. Namun yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah seyogianya para pihak menuangkan dan 

mengimplementasikan asas proporsionalitas ini ke dalam klusul-klausul kontrak 

yang dibuat. 

Dengan demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses 

pembentukan maupun pelaksanaan kontrak komersial (perjanjian) adalah:95 

1. Dalam tahap pra –kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang 

negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan 

kewajiban secara fair. Oleh karena itu, tidak proporsional dan harus 

diolah proses negosiasi dengan iktikad buruk; 

 
94 Ibid, h. 101. 
95 Ibid, h. 101-102. 
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2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan 

hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan 

kewajiban para pihak berlangsung secara fair; 

3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya 

distribusi pertukaran hak dan keajiban menurut proporsi yang 

disepakati/dibebankan pada para pihak; 

4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus 

dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut fundamental 

(fundamental breach) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar 

kontrak atau sekadar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (minor 

important). Oleh karena itu, pengujian melalui asas proporsionalitas 

sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan 

sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dengan merugikan 

pihak lain; 

5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak asas proporsionalitas 

menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus 

dibagi menurut timbangan yang fair. 

 

Hubungan perjanjian dengan  proporsionalitas adalah ketika terjadi 

pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yaitu berawal dari adanya 

perbedaan kepentingan yang kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan 

suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh para pihak 

yang mengadakan perjanjian terpenuhi, meskipun ada beberapa kepentingan yang 

belum terpenuhi. Untuk itu adanya asas proporsionalitas dalam hubungan 

perjanjian memberikan rasa keadilan para pihak karena kepentingan seseorang yang 

membentuk perjanjian pada saat menentukan kehendak, para pihak mempunyai 

posisi yang sama. 

Asas proporsionalitas memberikan penekanan pada posisi tawar para pihak 

harus seimbang. Apabila keseimbangan posisi ini tidak ada maka hal ini 

memberikan pihak-pihak yang memiliki bargaining position untuk menentukan 

materi dalam membuat perjanjian. Juga diperlukan pembagian hak dan kewajiban 

yang proporsional. 
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Asas proporsionalitas ini merupakan titik tolak dalam pembentukan 

perjanjian, supaya perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendak dan nilai masing-

masing pihak yang menyangkut hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban 

yang proporsional ini dapat dilihat dalam substansi perjanjian. Substansi perjanjian 

memperlihatkan prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apakah 

prestasi tersebut proporsional atau tidak dapat dilihat secara kuantitatf tentang 

jumlah prestasi yang diberikan kepada salah satu pihak.96 

Dalam perjanjian bernama pada umumnya para pihak memiliki suatu prestasi 

yang seimbang serta ada hubungan yang timbal balik. Akan tetapi dalam perjanjian 

gadai, pelaku usaha dalam hal ini Pegadaian mempunyai bargaining position yaitu 

pihak yang mempunyai posisi tawar menawar sehingga telah dibuat klausul-

klausulnya karena lebih faham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan 

dalam bisnisnya. Sehingga pihak yang lebih kuat yaitu pelaku usaha menggunakan 

kesempatan itu dalam menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang 

dibuat. Untuk itu perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak tidak 

ditemukan lagi dalam perjanjian yang dibentuk, karena format dan isi perjanjian 

dibuat oleh pelaku usaha. 

Padahal makna dari kedudukan seimbang lebih tepat dikenal dengan istilah 

proporsional dalam sebuah hubungan kontraktual khususnya dalam perjanjian 

gadai harus memenuhi asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini dibutuhkan 

dalam mencapai suatu bentuk keadilan yang adil dalam hubungan kontaktual 

 
96 Ejournal.undip.ac.id, Penerapan Asas Proporsionalits Dalam Perjanjian Waralaba, 

Notarius, Volume 2, 2019 diakses pada tanggal 13 Februari 2023 jam 16.09 WIB. 
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terutama dalam perancangan sebuah perjanjian. Perjanjian itu sendiri memang 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak memunculkan klausul eksonerasi 

yang cenderung merugikan pihak debitur yang merupakan pihak yang lemah. 

Klausul eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian 

dengan itikad baik. eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan 

pengusaha bertentangan dengan kesusilaan. Tujuan utama dari kausul eksonersi 

adalah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha.97 Sehingga 

pelaku usaha membuat perjanjian sendiri yang disebut dengan perjanjian baku. 

Adanya perjanjian baku, disebabkan karena merupakan keharusan dalam 

dunia bisnis saat ini dan diperbolehkan oleh undang-undang dengan dasar asas 

kebebasan berkontrak. Dalam kebebasan berkontrak ini memberikan jaminan 

kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 

dengan perjanjian, diantaranya:98 

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak. 

2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian. 

3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian. 

4. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

 

Akan tetapi dalam pelaksanaan realitas saat ini asas keseimbangan yang 

diharapkan muncul keadilan yang terjadi justru adanya ketidakadilan dalam 

kebebasan berkontrak. Sebagaimana diungkapkan Pribadi (2018) asas 

keberimbangan merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang 

 
97 https://repository.unej.ac.id diakses tanggal 13 Februari 2023 jam 17.18 WIB. 
98 Op.Cit. 

https://repository.unej.ac.id/
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mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru 

menimbulkan ketidakadilan.99 

Penerapan asas proporsionalitas apabila dihubungkan dengan pernjajian 

gadai, maka tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas 

pokok kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat 

(pacta sunt servanda) dan iktikad baik, keempat asas ini merupakan saka guru 

hukum kontrak. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa keempat asas ini juga 

merupakan saka guru dalam perjanjian gadai. Hubungan asas proporsionalitas 

dengan perjanjian gadai perlu dilihat terlebih dahulu hubungan keempat asas yang 

merupakan saka guru dengan perjanjian gadai.  

Yang pertama asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan sentral 

posisinya dalam perjanjian gadai. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan 

manifestasi dari kehendak bebas, yang merupakan hak asasi manusia dalam 

kebebasan individu. Bahkan di dalam buku III BW tentang Perikatan menganut 

sistem terbuka artinya di dalam buku III BW tersebut memberi keleluasaan kepada 

para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Yang diatur dalam 

buku III BW ini yaitu hanya sekedar mengatur dan melengkapi (regeland recht – 

aanvullendrecht). Berbeda pada buku II BW yang menganut sitem tertutup atau 

bersfat memaksa (dwingend recht), yaitu para pihak dilarang melanggar aturan-

aturan yang ada di buku II BW. 

Perjanjian gadai harus mendasarkan juga pada buku III BW tentang 

Perikatan ini yang merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka dalam buku III BW 

 
99 Ibid. 
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ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi bahwa, “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak 

adalah dengan jalan menekankan pada perkataan ‘semua’ yang ada di muka 

perkataan ‘perjanjian’.100 Bahwa Pasal 1338 ayat (1) seolah-olah membuat suatu 

pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian 

itu mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. 

Perjanjian gadai yang dibuat selain didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) harus 

dikaitkan juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yaitu:101 

1. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak). 

2. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau 

dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan 

konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. 

3. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, 

apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

4. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik. 

5. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, 

kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 

1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentun 

yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan. 

6. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan 

selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimsukkan dalam kontrak 

(bestandig gebruiklijk beding). 

 

Yang kedua yaitu asas konsensualisme, asas ini mempunyai hubungan yang 

erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang ada pada 

Pasal 1338 ayat (1) BW. Di dalam Pasal 1320 BW terkadung asas esensial dari 

 
100 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5 dikutip dalam 

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 109. 
101 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 117-118. 
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hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. 

Asas konsensual ini merupakan dasar pembuatan perjanjian bukan secara fomal 

artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau consensus semata. 

Asas konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 BW (angka 1) yaitu 

kesepakatan, sehingga menurut asas ini perjanjian lahir cukup adanya kata sepakat. 

Asas konsensualisme ini merupakan roh dari perjanjian. Akan tetapi dalam realitas 

yang ada dengan adanya perjanjian baku maka perjanjian ini tidak mencerminkan 

wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini desebabkan adanya cacat kehendak 

(wilsgbreke) yang mempengaruhi adanya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak 

meliputi tiga hal yaitu: 

1. Kesesatan atau dwaling. 

2. Penipuan atau bedrog. 

3. Paksaan atau dwang. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang terjadi para pihak 

dilakukan ketika pembuatan perjanjian dimana para pihak saling menyepakati atas 

kehendak yang diinginkan dengan prinsip saling menguntungkan. Akan tetapi 

apabila asas konsensualisme ini dihubungkan dengan perjanjian gadai, karena 

perjanjian gadai ini sudah dibuat oleh kreditur, maka unsur kesepakatan yang terjadi 

adalah adanya unsur paksaan bahwa debitur harus menyetujui perjanjian yang telah 

dibuat.  

Ketika debitur datang ke Pegadaian dan mengadaikan barangnya sebagai 

jaminan, setelah barang di cek dan ada nilai pinjamannya, maka disampaikan pada 

debitur uang pinjaman yang diterima. Setelah  sepakat uang pinjaman maka kreditur 
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mengeprint yang disebut Surat Bukti Gadai dan di dalam Surat Bukti Gadai tersebut 

ada perjanjian gadainya. Kesepakatan tentang uang pinjaman ketika awal 

mengadaikan barangnya adalah sah. Akan tetapi kesepakatan dari sisi perjanjian 

gadainya perlu dipertanyakan. 

Walaupun perjanjian baku diperbolehkan oleh undang-undang akan tetapi 

unsur kebebasan berkontrak tidak ada disitu. Yang terjadi bahwa debitur dipaksa 

untuk sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur untuk mendapatkan 

uang pinjaman dengan sistem gadai. Apabila debitur sepakat dengan perjanjian 

gadai yang tertera di Surat Bukti Gadai dan merupakan kehendak pribadi debitur 

maka hal ini bukan suatu masalah. Tapi ketika ada debitur tidak sepakat dengan isi 

perjanjian, maka yang terjadi debitur tidak mempunyai kekuatan untuk 

merubahnya. Untuk itu supaya terjadi prinsip win win solution antara debitur dan 

kreditur, maka kreditur harus betul-betul menerapkan asas kesepakatan ini. Supaya 

bisnis gadainya terus tetap berjalan dan eksis bagaimana caranya yaitu pemahaman 

asas konsensualisme ini tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, 

tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 BW dianggap telah terpenuhi sehingga 

perjanjaian gadai tersebut menjadi sah. 

Yang ketiga ialah asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda) yang 

dihubungkan dengan perjanjian gadai. Sebelumnya perlu kita pahami dengan asas 

daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Ada perbedaan yang mendasar para 

ahli hukum, khususnya tentang pertanyaan: 

1. Apakah asas daya mengikat kontrak (the binding force of contract) sama 

dengan asas pacta sunt servanda? 

2. Apakah ada perbedaan antara asas daya mengikat kontrak (the binding 

force of contract) dengan asas privity of contract? 
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan nalar 

argumentasinya:102 

1. Asas daya meningkat kontrak (the binding force of contract) dipahami 

sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual terkait isi perjanjian-

prestasi, yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi pertama-tama makna 

daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. 

2. Pada dasarnya janji itu mengikat (pacta sunt servanda) sehingg perlu 

diberikan kekuatan untuk berlakunya, maka kontrak yang dibuat secara 

sah mengikat seta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara 

dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. 

3. Asas pacta sunt servanda merupakan konsekuensi logis dari efek 

berlakunya kekuatan mengikat kontrak. 

4. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas 

para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literaturnya, 

khususnya di common law, disebut dengan privity of contract. 

 

Perjanjian yang lahir dari ketentuan buku III BW pada umunya merupakan 

perjanjian obligatoir (consensual-obligatoir), artinya perjanjian itu pada dasarnya 

melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian 

obligatoir melahirkan hak perorangan bagi para pihak yang membuat perjanjian 

(personlijk recht). Salah satu ciri hak perorangan adalah sifatnya yang  relative atau 

nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat pada pihak yang mmbuat 

perjanjian itu sendiri. Sesuai pada ketentutua Pasal 1315 jo. 1340 BW. Pasal 1315 

BW menyatakan bahwa, Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas 

nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. 

Dan Pasal 1340 BW menyatakan, Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-

pihak yang membuatnya. 

 
102 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 123-124. 
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Apabila dihubungkan dengan perjanjian gadai maka asas daya mengikat ini 

jelas bahwa perjanjian gadai yang dibuat oleh kreditur itu tentu mempunyai daya 

mengikat terhadap kreditur itu sendiri atas isi-isi dari perjanjian dan pelaksanaan 

serta tanggung jawabnya. Sedangkan untuk debitur, debitur akan terikat dengan isi 

perjanjian gadai apabila setuju dan menandatangani isi dari perjanjian gadai 

tersebut sehingga sifatnya juga mengikat terhadap debitur. Akan tetapi apabila 

debitur tidak setuju maka perjanjian tersebut belum mempunyai daya ikat terhadap 

debitur tersebut. 

Yang keempat adalah asas iktikad baik, berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) BW 

yang menyatakan bahwa, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan 

iktikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). 

Pengaturan Pasal 1338 ayat (3), menetapkan bahwa persetujuan harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik (contractus bonafidei-kontrak berdsarkan iktikad 

baik). maksudnya adalah perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan 

keadilan. Untuk itu hubungan iktikad baik dengan perjanjian gadai adalah dalam 

menjalankan aktivitas kreditur sebagai pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak 

lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri 

sendiri. Dalam perjanjian gadai, iktikad baik yang berkorelasi dengan keadilan akan 

menjadi keniscayaan apabila diterapkan secara proporsional. 

Berdasarkan pada argumentasi tentang hubungan asas kebebasan berkontrak, 

asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak, asas pacta sun servanda, asas 

iktikad baik serta asas proporsionalitas merupakan suatu sistem yang memberikan 
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arahan para pihak bebas membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuknya, serta 

melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-

masing secara proporsional. 

Akan tetapi yang terjadi saat ini debitur mengetahui isi dari perjanjian setelah 

akad dan tercetak Surat Bukti Gadainya. Dengan situasi dan kondisi seperti itu 

maka perlindungan hukum bagi debitur yang merupakan posisi yang lemah perlu 

diperhatikan.Untuk itu penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai 

yang berkaitan dengan pertukaran  hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara 

proporsional yang meliputi seluruh tahapan kontrak. Supaya asas proporsionalitas 

ini tercapai dalam penerapannya di perjanjian gadai maka, perlu kiranya sebelum 

Surat Bukti Gadai di cetak dan apabila sudah ada kesepakatan uang pinjaman, 

debitur perlu mengetahui isi dari perjanjian tersebut terlebih dahulu, baik itu 

ditempel dengan huruf yang jelas atau dibacakan.  

 

 


